
 

 

 

 

 
 
 

 
WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT  
 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 
NOMOR TAHUN  

 
TENTANG 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2026  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA DEPOK, 

 
 

Menimbang  a. bahwa penyusunan harga satuan yang sistematis, logis, 

akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan memegang peran 
yang cukup penting dan strategis untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
 : b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan 

akuntabilitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disusun harga satuan 
pokok kegiatan; 

  c. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian 

hukum, diperlukan pedoman harga satuan pokok kegiatan; 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok                                         
Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok                            

Tahun Anggaran 2026; 
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 
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  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                                                   
Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6891); 
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 
6. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);  
   

 

DRAFT



3 

 

 

 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK 

KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH                      
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2026. 
 

  BAB I 
  KETENTUAN UMUM 

 
  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 
Kota Depok. 

  2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 

  3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

  5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perrwakilan Rakyat 
Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan  Daerah. 
  6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah  yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

PD sebagai dasar penyusunan APBD. 
  7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran  Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh Pengguna Anggaran. 
  8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 

memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 
anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan 

fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk 
setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH 
sebagai elemen penyusunannya. 

10. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat 
TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada 
Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa. 
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  BAB II 
  HSPK 

 

  Bagian Kesatu  
  Umum  

 

  Pasal 2 
  (1) HSPK dimaksudkan sebagai pedoman PD dalam 

menentukan besaran belanja maksimal kegiatan 
berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan 
merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran. 
  (2) Penerapan HSPK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan 
pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun 

besaran belanja. 
 

  Bagian Kedua 

  Ruang Lingkup HSPK 
 

  Pasal 3 
  (1) Ruang lingkup HSPK di Lingkungan Pemerintah Daerah 

adalah HSPK untuk pekerjaan konstruksi. 

  (2) HSPK untuk pekerjaan konstruksi  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan 
Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 
   

  Pasal 4 
  (1) Besaran TKDN pada HSPK ini berfungsi sebagai dasar dalam 

penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.  

  (2) Dalam proses pengadaan barang dan jasa besaran TKDN 
mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
  Pasal 5 
  Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada 

standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah 
Daerah, maka dilakukan penyesuaian HSPK. 
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  BAB III 
  KETENTUAN PENUTUP 

 

  Pasal 6 
  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Depok. 
 

 
Ditetapkan di Depok 
pada tanggal   

     
 WALI KOTA DEPOK, 

  

                 

 
                                                                                     SUPIAN SURI 

 
Diundangkan di Depok 

pada tanggal    
        
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

    
                       
 

 
              NINA SUZANA 

 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN  NOMOR  
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